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Judul : Pemanfaatan Pendaftaran Batik Besurck Bengkulu Di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) Sebagai Indikasi Geografis

ABSTRAK

Batik Besurck Bengkulu merupakan kerajinan tenun yang scdang dalam proses
pendaftaran indikasi geografis. Perumusan masalah bagaimana prosedur pendaftaran
Batik Besurek Bengkulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi
Geografis, bagaimana status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi
geografis yang belum menerima sertifikat dari Dircktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, dan apa yang menjadi hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis
Batik Besurck Bengkulu oleh Dircktorat Jenderal Kekayaan Intelcktual. Metode
Penelitian yuridis empiris dimana data didapatkan dengan meneliti bahan hukum
sekunder kemudian data dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara
deduktif. Hasil penelitian ini adalah prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu di
Dircktorat Jenderal Keckayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis yaitu
permohonan, pemeriksaan administrasi, pengumuman, permohonan pemeriksaan
substantif, pemeriksaan substantif dan terbitnya sertifikat. Status pemohon Batik
Besurck Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum mencrima sertifikat dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah pemohon tetap mendapatkan
perlindungan hukum karena Indikasi Geografis menganut asas First to File. Hambatan
pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual terjadi secara intemal yaitu pendaftaran Indikasi
Geografis memakan waktu yang lama dan secara eksternal ialah pada proses
pendaftaran Batik Besurek Bengkulu terjadi pandemi COVID-19 sehingga terhambat

pada proses pemeriksaan substantif.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Pendafiaran Batik Besurek Bengkulu, Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Palembang, & Nowr¥tr 2022

Pembipfbing Utama myg Pembantu
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri yang memiliki sumber daya alam yang beraneka
ragam. Yang termasuk kedalam sumber daya alam itu sendiri adalah nabati dan
hayati yang memiliki khas dan karakter yang menjadikan geografis dimana
sumber daya alam tersebut menjadi memiliki keunikan. Secara umum, Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak khusus yang diserahkan kepada pribadi
yang telah menciptakan suatu ciptaan yang bersumber dari jalan pikiran individu
yang produknya bisa dinikmati secara ekonomis oleh masyarakat sendiri agar bisa
digunakan secara komersial di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekaayan
Intelektual (DJKI) mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang
timbul sebagai hasil pemikiran otak yang menciptakan suatu produk atau proses
yang bermanfaat bagi manusia.’

Indikasi Geografis adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diatur
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Indonesia memiliki potensi Indikasi Geografis yang beragam sehingga perlu
didaftarkan ke DJKI.? Indikasi Geografis dapat berdampak positif kepada daerah
asalnya, seperti yang terjadi di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur dengan Kain
Tenun lkat Alornya yang sejak tahun 2019 popularitasnya meningkat, apalagi

semenjak adanya pembeli dari Jepang dan Jerman mencari kain yang kuat akan

' Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian
Kontemporer (Yogyakarta: Graha [lmu, 2010), hlm. 2.

2 Abdul Atzar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta:
Deepublish,2018), him. 74.



sentuhan tradisionalnya.® Indikasi Geografis diperoleh oleh pemohon yang
mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri. Menurut Pasal 1 angka 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
disebutkan bahwa : *

Indikasi Geografis adalah suatu bukti yang menyatakan daerah asal suatu barang
dan/atau produk yang karena unsur lingkungan geografis termasuk unsur alam, unsur
manusia atau gabungan dari kedua unsur tersebut memberikan nama baik, mutu, dan
kekhasan tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indonesia mempunyai banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang harus
5

segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.

Tabel No. 1. Indikasi Geografis Berupa Kerajinan Tenun.

No. | Produk (No. Pendaftaran) Pemilik

1. Tenun Ikat Sikka Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Tenun Ikat Sikka

2. Tenun Ikat Tanimbar Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat

3. Tenun Ikat Alor Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor

4. Tenun Songket Alor Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor

5. Tenun Nambo Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Tenun Nambo

Sumber : https://ig.dgip.go.id/
Berdasarkan tabel no. 1, dapat dilihat beberapa Indikasi Geografis berupa
barang kerajinan tenun yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual (DJKI). Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis dilindungi oleh

3 Disparalor, *Kain Tenun Ikat Alor’, diakses dari https://disparalor.com/kain-tenun-ikat-alor/,
pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 16.18 WIB.

4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1
Angka (6).

5 Abdul Atzar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta:
Deepublish,2018), him. 74.




negara sejak telah dilakukannya pengajuan permohonan pendaftaran.® Kerugian
pada Indikasi Geografis yang tidak terdaftar ialah pihak lain (asing/dalam negeri)
dapat secara ekonomis memanfaatkan Indikasi Geografis yang tidak terdaftar
untuk keuntungan pribadi, yang akan merugikan mereka yang telah membuat dan
memperdagangkan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Robert M.
Sherwood yaitu Reward Teory yang menetapkan bahwa pencipta harus menerima
reward dalam wujud perlindungan hukum atas karyanya.” Selain itu juga
pendaftaran Indikasi Geografis bisa menguatkan prosedur dalam pemisahan
produk dan mempermudah pengenalan pasar.®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendaftaran adalah proses, cara,
perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pecatatan nama, alamat, dan sebagainya

dalam daftar.’

Adapun tujuan utama dari melakukan pendaftaran Indikasi
Geografis membantu melindungi produsen dan konsumen dari barang khas
wilayah yang palsu.'” Menurut pasal 53 ayat (3) UU No.20 Tahun 2016, pemohon

yang dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis adalah lembaga yang

mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu

® Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 53
Ayat (1).

7 Ari Wibowo, ‘Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak
Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya’, Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, 22.1 (2015), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 62.

8 Deslacly Putranti dan Dewi Analis Indriyani, ‘Perlindungan Indikasi Geografis Oleh
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta’, Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 15.3 (2021), Universitas Ahmad Dahlan, hlm 400.

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Arti Kata Pendaftaran Menurut KBBI’, diakses dari
https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/, pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.56 WIB.

10 Freddy Harris, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis
(Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hlm. 77.



barang dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.!! Lembaga yang
mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu
barang ialah seperti Lembaga Kebudayaan Daerah, Asosiasi Pengrajin,
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan seperti di Bengkulu
disebut dengan Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kain Besurek Batik Bengkulu. Lembaga yang dibentuk harus beranggotakan dari
orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan penjualanan produk
indikasi geografis tersebut.!'?

Menurut pasal 56 UU No. 20 Tahun 2016 pemohonan pendaftaran Indikasi

Geografis tidak dapat didaftarkan dan tidak diterima apabila : '3

a. Perbuatan yang bertentangan dengan pemikiran, hukum, kesusilaan,
agama, ketertiban umum;

b. menyimpang atau menipu masyarakat tentang nama baik, mutu, keunikan,
asal daerah, metode produksi barang, dan/atau manfaatnya;

c. Nama yang telah digunakan untuk suatu varietas tanaman dan untuk
varietas tanaman yang sama kecuali ditambahkan kata yang padanannya
untuk menunjukkan unsur indikasi geografis yang sama.

Tidak diterima apabila:

a. Dokumen Deskripsi atau berkas uraian IG tidak bisa dibuktikan

keasliannya;

b. Mempunyai kesamaan keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar

11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 53
Ayat (3).

12 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar (Yogjakarta: Pustaka Yustitia, 2010),
hlm. 106.

13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 56.



c. Terhadap penolakan ini bisa dilakukan banding.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
(30 HARI)

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENGUMUMAN (2 BULAN)

SUBSTANTIF 1G

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SERTIFIKAT
IG

Gambar No. 1. Alur Pendaftaran Indikasi Geografis

Berdasarkan pada gambar no. 1, Tahap pertama dari pendaftaran ialah
permohonan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51
Tahun 2007, yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi, menurut pengertian
Pasal 5, bahwa format permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang disetujui
oleh pemohon yang diminta oleh kuasanya. Persyaratan lainnya adalah formulir
diserahkan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga). Bentuk
permohonan sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal.!* Tahap kedua ialah
Pemeriksaan Administrasi. Tahap ketiga akan dilakukan pengumuman. Tahap
keempat yaitu permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis. Tahap
kelima ialah pemeriksaan substantif indikasi geografis, berdasarkan ketentuan
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa
“Pemeriksaan substantif IG dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis” dan
Menurut Pasal 59 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa “ Tim Ahli

Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis




independen untuk melakukan penilain mengenai Dokumen Deskripsi IG dan
memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan
pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan indikasi geografis
nasional”. Keuntungan dari pemeriksaan substantif IG adalah untuk memeriksa
keakuratan dan kecukupan data yang diberikan pada berkas uraian. Setelah
seluruh tahapan terpenuhi dan diterima maka tahap terakhir ialah keluarnya
sertifikat sebagai bukti kepemilikan Indikasi Geografis. Dengan keluarnya
sertifikat indikasi geografis dapat memberikan kepastian hukum dan menunjukkan
bahwa indikasi geografis tersebut dimiliki oleh suatu daerah atau masyarakat adat

dari suatu daerah yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis tersebut.

Salah satu Indikasi Geografis yang sedang dalam proses pendaftaran adalah
produk kerajinan tangan yang berasal dari Provinsi Bengkulu yaitu Batik Besurek
Bengkulu. Kata “Besurek” berasal dan merupakan kosakata dari dialek
masyarakat Bengkulu, kata tersebut berasal dari suku kata “be” termasuk awalan
dengan pengertian “ber” dan “surek” yang berarti “surat” atau “tulisan”, jadi yang
dimaksud dengan istilah “Kain Besurek™ ialah kain yang telah dipenuhi dengan
surat atau tulisan berciri tulisan kaligrafi Arab.'® Kaligrafi Arab ialah motif dasar
dan paling mendominasi dari Batik Besurek. Menurut pemuka adat masyarakat
Bengkulu, Kain Besurek digunakan pada upacara-upacara adat khususnya di
Bengkulu. Pada awalnya, Batik Besurek mempunyai 7 motif yang sering dipakai

dalam pembuatan Batik Basurek, adapun ketujuh motif tersebut dapat disebut

15 Pedoman Bengkulu, ‘Arti, Sejarah, dan Motif Kain Besurek Bengkuluw’, diakses dari
https://pedomanbengkulu.com/2018/06/arti-sejarah-dan-motif-kain-besurek-bengkulu/, pada
tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.05 WIB.




sebagai motif dasar Batik Besurek.'® Ketujuh motif dasar atau ciri khas dari Batik
Besurek ialah Motif Kaligrafi, Motif Pohon Hayat dan Kaligrafi, Motif Kaligrafi
dan Kembang Melati, Motif Relung Paku, Motif Bunga Cengkeh, Cempaka, dan
Kaligrafi, Motif Kaligrafi berbentuk Burung Kuau, dan Motif Rembulan dan
Kaligrafi. Contoh motif dasar yang menjadi ciri khas dari Batik Besurek dapat

dilihat pada tabel no 2 dibawah ini.

Tabel No. 2. Motif Dasar Batik Besurek Bengkulu

Motif Bunga Melati Dan Motif Relung Paku Perpaduan
Kaligraﬁ Burung

16 1inda Haryono, ‘Nilai Dan Makna Pada Kain Besurek Yang Mengandung Unsur Kaligrafi
Arab Di Bengkulw’, Students e-Journals, 1.1 (2012), him. 3.
<http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1545>




Motif Bunga Cengkeh Dan Motif Burung Kuau Dan
Bunga Cempaka Kaligrafi

Motif Rembulan Dan Kaligrafi

Sumber : http://blogkasihpunya.blogspot.com/2016/12/batik-besurek-bengkulu.html dan
https://helloindonesia.id/id/the-history-of-besurek-bengkulu-batik/

Maka untuk menjaga ke otentikannya, pada tahun 2019 Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kain Besurek Batik Bengkulu sebagai
lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis Bengkulu yang
mengupayakan Batik Besurek Bengkulu, mengajukan permohonan pendaftaran
Indikasi Geografis dengan nomor permohonan E-1G.21.2019.000004 ke DJKI dan
pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 April 2021 diumumkannya Indikasi
Geografis Batik Besurek Bengkulu.!” Pengumuman berita resmi indikasi
geografis batik besurek Bengkulu berjalan dalam waktu 2 bulan sesuai dengan

ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun

17 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, ‘Berita Resmi Indikasi Geografis’, diakses dari
https://www.dgip.go.id/berita-resmi/berita-resmi-indikasi
geografis?lihat=762c11e0f8cfe312222a97603¢cc93d96.pdf pada tanggal 6 November 2021, Pukul
21.51 WIB.



2016."® Batik Besurek Bengkulu sudah diverifikasi langsung oleh Tim Ahli
Indikasi Geografis dan telah diterima sebagai Indikasi Geografis oleh Dirjen KI
namun sertifikat Indikasi Geografisnya Batik Besurek Bengkulu belum ada
informasi lebih lanjut dari pihak Dirjen KI.!” Pendaftaran Indikasi Geografis Batik
Besurek Bengkulu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap
produk tersebut karena produk Indikasi Geografis membawa identitas lokal dan
dihormati oleh orang lain.?°

Berdasarkan penjelasan bahwa Batik Besurek Bengkulu sudah diterima
sebagai Indikasi Geografis tapi sertifikat Indikasi Geografisnya sampai saat ini
belum dikeluarkan oleh Dirjen KI. Dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek
Dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai jangka waktu pengeluaran
sertifikat sejak Indikasi Geografis tersebut diterima sehingga pengeluaran
sertifikat sendiri memiliki waktu yang lama wuntuk penerbitannya yang
menimbulkan beberapa masalah dan pertanyaan yaitu status dan kepastian hukum
dari pemohon Batik Besurek Bengkulu. Maka melihat masalah dan pertanyaan
yang muncul perlu diteliti dengan judul skripsi “PEMANFAATAN
PENDAFTARAN BATIK BESUREK BENGKULU DI DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) SEBAGAI INDIKASI

GEOGRAFIS”

18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 14
Ayat (2).

19 Wawancara dengan Efriani selaku pegawai pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,
Bidang Pelayanan Hukum, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI
Kanwil Bengkulu, tanggal 5 November 2021.

20 Budiwinarno, Susilo, dan Siswanto, ‘Hak Indikasi Geografis Terhadap Salak Pondoh Di
Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Lokal’,
Cakrawala Hukum, 9.2 (2014), hlm. 35-58. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-
hukuny/ article/view/198/0.>
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis?

2. Bagaimana status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi
geografis yang belum menerima sertifikat dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual?

3. Apa yang menjadi hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis
Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

l.

Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran Batik Besurek
Bengkulu sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual.

Untuk mengetahui dan menganalisis status pemohon Batik Besurek
Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum menerima sertifikat dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengeluaran sertifikat
Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah manfaat teoritis dan manfaat

praktis.

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu
hukum pada umumnya, dan khususnya Hak Kekayaan Intelektual yaitu
mengenai manfaat Merek dan Indikasi Geografis dan pendaftaran batik
besurek Bengkulu.
2. Manfaat Praktis
a. Masyarakat atau Pengerajin Kain Besurek
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama
masyarakat penggiat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Kain
Besurek Batik Bengkulu sehingga dapat mengetahui manfaat dari
pendaftaran Batik Besurek Bengkulu sebagai Indikasi Geografis.
b. Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/kota)
Penelitian ini berniat untuk membantu Pemerintah Daerah khususnya
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengetahui perannya
sebagai pengemban budaya tradisional yang bertanggung jawab dan
fungsinya meliputi perlindungan terhadap indikasi geografis Batik
Besurek Bengkulu.
c. Pihak Ketiga
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pihak Ketiga agar dapat

mengetahui bahwa Batik Besurek Bengkulu telah terdaftar sebagai
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Indikasi Geografis dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis supaya pihak
lain menggunakanya harus dengan lisensi.
E. Kerangka Teoritis
1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa
hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak atas hukum akan mendapatkan
haknya dan bahwa keputusan akan dilaksanakan.?!

Kepastian hukum dapat dikatakan juga sebagai komponen dari
memberikan perlindungan terhadap suatu karya. Dengan adanya kepastian
hukum setiap penemu atau pencipta dapat melindungi karyanya sehingga bila
dilanggar oleh pihak lain dapat dilakukan tindakan hukum tertentu. Oleh
sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

2. Natural Right Theory
Dalam teori ini memiliki 2 (dua) unsur yang utama, yaitu :>
a. First Occupany
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah karya berwenang
secara moral terhadap pemakaian hak eksklusif dari karya tersebut.
b. A Labor Justification
mereka yang berusaha untuk menciptakan hak kekayaan intelektual,

dalam hal ini penemuan, harus berhak atas hasil upaya tersebut.

21 Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar ( Ed.II Cet.V.) (Yogyakarta:
Liberty, 2007) hlm. 160.
22 Tomi Suryo Utomo, op.cit, him. 11.
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3. Teori Robert M. Sherwood

Teori Robert M. Sherwood yang menjelaskan mengenai pentingnya
memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan intelektual manusia. Teori

tersebut ialah sebagai berikut : 2°

a. Reward Theory : Pada hakikatnya, teori mengakui dan menghargai
ciptaan intelektual yang diciptakan seseorang, maka ia dihargai atas
usaha penciptaannya dalam membuat atau mendapatkan ciptaan
intelektual tersebut.

b. Recovery Theory : pencipta, desainer , dan penemu,yang

menghabiskan durasi, uang, serta upaya mereka dalam membuat
karya intelektual harus mendapatkan imbalan kembali atas apa yang
telah mereka ciptakan.

c. Incentive Theory : Insentif dibutuhkan bagi para penemu atau
pencipta sehingga bisa menambah motivasi dalam melahirnya karya-
karya yang akan bermanfaat untuk kedepannya.

d. Risk Theory : Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil penelitian
yang mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan
perlindungan hukum atas upaya atau kegiatan yang mengandung
risiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory : Teori ini mengakui

perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat

23 Ranti Fausa Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan
Bebas (Jakarta: Grasindo, 2004) him. 46.
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pembangunan ekonomi negara.  Maka diperlukannya sistem
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.
F. Kerangka Konseptual

1. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan
menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.?* Istilah pemanfaatan
berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat
imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.

2. Pendaftaran ialah suatu proses, cara, ataupun perbuatan mendaftar.
Biasanya berisikan mengenai pencatatan nama, alamat, perihal apa
yang didaftarkan.

3. Indikasi Geografis adalah tanda pengenal yang memberitahukan asal
suatu produk yang memiliki nama baik, mutu dan kekhasan karena
faktor alam, manusia atau kombinasi dari keduanya.

4. Lisensi ialah pemilik Merek terdaftar memberikan izin kepada pihak
lain berdasarkan kontrak tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum

24 Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002)
hlm. 125.

25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1
Angka 18.
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sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah
dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.?
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penelitian yang biasanya dipakai didalam
penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (statue approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conseptual approach).*’ Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan penelitian
dimana pendekatan-pendekatan tersebut mengambil informasi dan beragam
aspek-aspek yang berbeda guna menjawab masalah yang akan dipecahkan
dan menemukan jawabannya. Pendekatan yang dipakau penulis yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (statue approach)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menggunakan metode

dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan

dengan persoalan hukum. Pendekatan ini menjamin adanya konsistensi

dan kesamaan antara peraturan dan undang-undang, memberikan

kesempatan kepada penulis untuk memperdalam.?®

b. Pendekatan Historis (historical approach)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah perkembangan latar

belakang dan pengaturan subjek penelitian dalam kaitannya dengan

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004) hlm. 13-14.

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 133.

28 Ibid.
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masalah yang diangkat.”” Pendekatan ini diperlukan ketika seorang peneliti
ingin menunjukkan filosofi dan pemikiran yang menghasilkan sesuatu
yang diteliti. Pendekatan historis ini diperlukan jika peneliti percaya
bahwa ungkapan dan gagasan filosofis relevan dengan masa kini.*°
c. Pendekatan Komparatif (comparative approach)
Pendekatan komparatif adalah pendekatan dimana hukum satu negara
dibandingkan dengan hukum satu atau lebih negara lain dalam masalah
yang sama.’! Dapat juga membandingkan putusan pengadilan. Tujuan dari
pendekatan ini terdiri dari mengidentifikasi kesamaan dan keberbedaan di
antara hukum. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat memperoleh
gambaran tentang keselarasan filosofi dan hukum di negara-negara
tersebut.
d. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)
Pendekatan konseptual diawali dengan ajaran dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.*? Terkait dengan pendalaman ajaran dan
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti perlu memperoleh saran-saran yang
mengarah pada pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang
sesuai dengan masalah yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian

yuridis normatif antara lain sumber bahan hukum diperoleh dari:

2 Ibid., him. 134
30 Ibid., hlm. 135
31 Ibid.
32 Ibid.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri
dari bahan-bahan hukum dan norma hukum positif seperti peraturan
perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi :
1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007
tentang Indikasi Geografis.
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang membantu menjelaskan dan
memahami bahan hukum primer, seperti buku , hasil karya ilmiah, jurnal atau

artikel, dan seterusnya yang berkaitan dengan pendaftaran indikasi geografis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, meliputi kamus hukum, kamus ilmiah populer, kamus besar bahasa
Indonesia, Internet, ensiklopedia, dan portal berita yang berhubungan dengan

pendaftaran indikasi geografis.
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4. Teknik Analisis Data Penelitian

Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif, yakni dimulai dengan
mengelolah data, memilah data, menemukan dan menghubungkan pola,
menemukan apa yang penting atau dipelajari, dan menarik kesimpulan.
Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna dibalik data
tersebut. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengkaji, menganalisis,
menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.
Dari data tersebut, peneliti perlu menganalisis untuk menemukan makna,
yang merupakan hasil penelitian.
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dari penelitian yang terkumpul adalah
dengan menerapkan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu membantu
menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang bersifat umum terhadap
masalah yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, sebagai acuan dan
pertimbangan hukum, analisi suatu masalah atas dasar konsep teoritis umum
yang pada dasarnya diterapkan untuk menjelaskan masalah hukum, atau
masalah hukum yang timbul secara sistematis atau membandingkan dan
melengkapi pedapat tentang masalah tersebut, bedasarkan bahan hukum yang
diterima, para ahli yang mengaitkan bahan penelitian sebagai bahan

pembanding.
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